
 

 

 
WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  11  TAHUN 2011  

TENTANG 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun dipandang 

sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881);  

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3887); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia     Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3244); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3374); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik               

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4486); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 

02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; 

23. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 

03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran; 

24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara 

Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 

Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun 

Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA  MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11      

TAHUN 2011 TENTANG TENTANG LEMBAGA PENYIARAN 

PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 

Suara Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 

Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 

7) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 71 

 

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio 

Suara Madiun belum terbentuk, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Madiun tetap melaksanakan pengelolaan 

operasional, fungsi pengawasan dan fungsi direksi. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 
 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO 
Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal 1 Maret 2018 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  

TAHUN 2018 NOMOR 7/D 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 

 
BUDI WIBOWO, SH 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

44-10/2018 


